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P E N E T A P A N
Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sengeti  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Kuidah Ginting bin Tubi Ginting,  umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  RT

13Desa  Markanding,  Kecamatan  Bahar  Utara,  Kabupaten

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Ernawati  binti  Syahril,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  #0024#,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  RT 13  Desa

Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi,

Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09

September  2020 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sengeti  dengan  register  perkara  Nomor  435/Pdt.G/2020/PA.Sgt,  telah

mengajukan  permohonan  Cerai  Talak  terhadap  Termohon  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut;

1.   Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pancur  Batu,

Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 1 dari 7 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat

dalam Akte Nikah No. 15/15/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015;

2.   Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;

3.   Bahwa setelah  menikah,  Pemohon dan Termohon tinggal  di  rumah

kediaman  bersama  di  Desa  Markanding, Kecamatan  Bahar  Utara,

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4.   Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah  dikaruniai satu

orang anak  yang  bernama Arnold  Pradipta  Ginting,  Laki-laki,  lahir  pada

tanggal 05 November 2016 di Medan;

5.   Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga

dengan Termohon  hanya berlangsung sampai  dengan sekitar tahun 2015

karena  sejak  sekitar  tahun  2015  ketenteraman  rumah  tangga  antara

Pemohon  dan  Termohon   sering  terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran

yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

    Termohon meminta Pemohon bekerja di Medan, tetapi Pemohon

menolaknya karena Pemohon telah merintis pekerjaan di Muaro Jambi;

    Termohon mengeluh karena di kecamatan Bahar Utara sepi dan

tidak seperti di Medan;

    Termohon  sulit  untuk  mengikuti  tinggal  bersama  Pemohon

sebagai suami;

6.   Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar

tahun  2017.  Yang  menyebabkan  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

pisah  rumah.  Dimana  Termohon  pergi  meninggalakn  Pemohon  tanpa

sepengetahuan  Pemohon.  Sehingga  sejak  sekitar  tahun  2017  antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai

suami istri sampai sekarang;
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7.   Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

dan  Termohon  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8.   Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit  dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus

karena perceraian;

9.   Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Pemohon

untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

pertengkaran yang terjadi  terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk

menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10.  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama  Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan

memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Kuidah  Ginting  bin  Tubi  Ginting)

untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Ernawati binti Syahril)

di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa,  pada  hari  dan  tanggal  sidang  pertama  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan  sedangkan  Termohon

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara

Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan akan rukun kembali

dengan Termohon, dan selanjutnya akan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan,  Pemohon datang menghadap sendiri  ke persidangan, sedangkan

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh

suatu  alasan  yang  sah,  maka  Termohon harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan adalah masalah rumah

tangga antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Islam,  maka  perkara  ini  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama sebagaimana

yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama 

Menimbang,  bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai  tempat

domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Sengeti  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan akan rukun kembali

dengan Termohon, dan akan mencabut permohonannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  pencabutan  tersebut  belum

memasuki kepada materi pokok perkara, maka pencabutan tersebut tidak perlu

meminta persetujuan dari Termohon, dan oleh karena itu kehendak Pemohon

untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai

dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah

dikabulkan,  maka  perlu  diperintahkan  kepada  panitera  Pengadilan  Agama

Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  telah  timbul  biaya,  maka sesuai

ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 91A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006,  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.  Menyatakan perkara Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Sgt. dicabut;

3.   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
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Demikianlah ditetapkan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal  28 Muharram 1442 Hijriah oleh  Dra. Emaneli,  M.H. sebagai

Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Haristo,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis, 

 

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

 

Haristo, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan

4. Biaya PNBP

:

: 

Rp. 500.000,-

Rp.  20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.   6.000,-

JUMLAH : Rp. 616.000,-
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(enam ratus enam belas ribu rupiah).
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